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L E M B A R A N  D A E R R A I  
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NOMOR :49 TA#HUN 2000 

PERATUPAN DJAEAT KABUPATEN ASAHAN 

NOMO : 23 TA1/UN 2000 

T E N  T A N G  

PERU BAIIAN ATA PERATURAN DAEIUAIH NOMOR 25 

TAHUN I998, TEN'TANG RETRIBUSI ZIN PERUNT UKAN 
PENGGUNAAN TANAIH TI DAERAIU KaABUPATEAN 

TINGKAT I ASAHAN 

DENGAN AHAAT TUHAN YANG MAIIA ESA 

UPATI ASAMAN 

Menimbang 

a. bahwa berdasarkan Peratutan Pemerintah Nome 20 Thun 1997 tentng Retribusi 

Daerah sebagai pelaksanaan Urdang - Undang Nomor I8 Tahu 1997 tentapg Pajak 
Dacrah dan Retnbust Dacrah, Peruntukan tanah petlu mcndapat in dari Bupat s¢bagai 
upya penataan wilayah yang sclaras dengan rencana pengombangan dan pembangunan 
dalam pemanfaatan lahan schingga dapat mcnunjang pembnngunan 

b. bahws dengan diundangkanya Undang • Undang Nomar 22 Tuhun 1999 tentang 
Pemerinuahen Daerah dan Keputusan Presiden Repubhk Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 
tcntang Teknik Penyusunnan Perundag - Undangan de bcntuk Kancangan Undang ­ 

Undang, Kancengan Peratuman Pemerintah, Rancangn Kcputusan Presidcn dipandang 
perlu meltkuken perubahan dan penyesuaian terhadan Peraturan Daemah Kabupaten 
Asahan; 

c. bahwa izin scbagaimana dimakspd pada huruf A diatas, dipungut retribusi. 

d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf "a" ian t" diatas dipndang perlu 
ditctapkan dalam suatu Peraturan Daerah; 

MengingAt 

I. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1956 1entang Pembentukan Daerah Orono 
Kabupaten • Kabupaten dalam Lingkungan Darah Propinsi Sumater Utara f 
Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahu 1956 Nomor S 8 ) ;  



., 
2Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 ,tentang Hukum Acars Pidana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 
Repubtik Indonesia Nomor; 3037); 

3 Undang - Undang Nomor I8 Tahun 1997,tentang Pajak Dacrah dan Retnbusi Daenh,( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Noror 4I , Tnbahan Lembarar 
Negara Republik Indonesia Nomor : 368$), 

4. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999etng Pererintahan Dacrah ( Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 ) ;  

5.  Peraturan Penteninuah Nomnor 20 Tahun 1997 tentang RRetnbus Dacrah ( Lembaran 
Negara Repubhik Indonesia Tahue 1997 Nomor $ , Tambahan Lembaran Negara 
Repubhik Indonesia Nomor 3692) 

6 Keputusan Pres:den Repubhk lrdones Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tel mk 

Penyusunan Peraturan Perundang - Uhndagan dan Bentuk Rancangan Perundang 
Undang, Rancangan Peraturan Pemenintah dan Rancangan Kcputusan 

7 Peraturan Merten Dalam Negeti Noor 4 Tahun 1997 tentang Penydik Pegawai Negeri 
Sipil dihngkungan Pemenntah Daerah; 

8 Keputusan Menteni Dalam Negeni Nomor 84 Tahun 1993 ewntang Bentul Peratura 
Daerah dan Peraturan Dacrah Perubaha; 

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17] TAhun 1997 ,tentang Prosedur Pengesahn 
Perturan Daerah tentang Pajak Dacrah dan Retnbusi Darrah 

10 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 'TAhun 1997 tentung Pedoman Tata Cara 
Pemuangutan Retribusi Daerh 

I Keputusan Menteri Dalam Negeni Nomnor 175 Tahun 1997 entang Tata Cr 
Pereriku di Bidang Retribusi Dena 

2. Peturan Darah Kabupaten Daerh Tingkat ll Asahan Norr 7 Tahun 1988 tetang 
ketentu Penyidik atas Pelanggaran Peraturan Daerah ( Lembaran Daerh TAhun 1989 
Nomor 8 e ni D ) ,  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN 

NOMOR 09 /SK/DPRD/2000 

M E M U T U S K A N  

Menetaplan 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAEARH NOMOR 25 TAHUN 1I998 TENTANG RETRIBUSI ZIN 
PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH DI DAERAH KABUPATEN DAERAH 

TINGKAT II ASAHAN 
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B A B  

KETENTUAN UMUM 

P A $ a l  

Dalam Perturan Dacrah imi yang dimak sud dengan 

Deal adalah Kabupaten Asaha 

b Peeerintah Dacrah adalah Pemerintah KAbupaten Asahan 

d Wilayah Daerah adalah Wilyah Kbpaten Athan 

e Dinas Pendapatan Dacrah adalah Dinas Pendapstan Daerah Kabupaten 
Asa han 

g as Daerah dalah Kas Daeta Kabupaten Asaar 

h lzin Peruntukan Penggunan ash adalAh pemberian izin tts 

penggunaan tanah kepada orang dan tau bada hukum yang akn 
menggunakn tarah dikitkan dengan Rencana Urumn Tat Rug Kott 

Peyabat adalah Pegawai yang dibeni tugas tenentu di bidang Retribusi 
Daerah yang scsua dengan Peratur Perundang - Undangan yang 
berhaku 

j. Retnbusi adalah yang selanjutnya disebut retnibusi adalah pungutan 
scbagai pembayaran alas jsa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disedikan dan tau dibenikan oleh Pemerinuah Daerah untuk kepentingan 
orang pnibadi den atau badan hokum 

Peeininan tertentu dalah kegiatan tertentu Pemerintah Duerh dalam 
tangks pemberan izin kepad orang dan tau bedan hukum yang 
dimksud untuk perbinan, pengatarn, pergerdalian dan pong wts 

kegatan, pemanfaatan ruang, pnggun sumber daya tam, barang, 
prasarand, saran atau fasihitas tertentu guns melindungi kepentingan 
umum dan menyaga kelestarian hingk ungan 

Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selnjtnya disingkat SKRD 
adalah Kputusen yang menentukan besarya junlah retribusi terutang 

m. Mas Retribusi adalah suat jangkt wkt terert yang merpakin bats 
waktu bagi wajib Retnibust untuk meranfaatkan jasad dan periznan 
tertentu dari Pemcnintah Dacrah 

n. Surat Setorn Retnibusi Dash untuk selanjutr ya disingkat SSR.D daah 

Surat ya1g hrgunakan oleh wajib Retribusi untulk mchakukan pembayarn 
atau penyctoran retribusi yang trutang ke Kas Daemah atau em pat lain 
yang ditetapkan oleh Kepals Uaerah 
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o. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD Adalah 
Surat untuk melakukan tagihan Retribusi tau sanksi administrasi berupa 
bunga dan atau denda 

p Wajib Retribusi adahah orang Pribadi atau Sadan yang menggunakan atau 
menikrati pelayanan jasn usaha yang bersangkutan 

q Pemcniksa adalah scrangkmian kcgiatan untuk mcacani, mcngum pulkan 
dan mengeloln data dan atau keterngan lainnya dalam mangka 
pengawas.an kepatuhan pemcnubn kewajiban retribusi berdasarkan 
peraturan Perundang • Undangan Retribusi. 

r. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan 
yang dilakukan oleh penyidik Pegawi Negeri Sipil, untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jclas tindak pidana 
dibidang Retribusi yang terjadi sertd menemukan tersangk 

B A B  IN 

P E R I Z I N A N  

P a s a l  2  

()Setiap orang pibadi dan atu baden hukum yang akn memanfaatkan 
peruntukan penggunan tanah harus mendapatkan izin dari Kepala 
Daerah 

(2) lzin sebagaimana dimaksud ayat (I) pas! ini berlaku selama S (  ima ) 
ta hun 

(3) Tata car pengajuan izin sebagaimana dimaksud yat (2) pasa ini 
ditetapkan olch Kepala Daerah 

BAB Il 

NAMA, OBJEK , SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI 

P A s A l  3  

Dengan nama Retribusi lzin Peruntukan Tah dipungut Retribusi. 

P a $ a l  4  

Objek Retribusi adalah sctiap pemberian izin peruntukan penggunman tanah 
kcpada orang pribadi dan atau badan huk um 

P a s l  S  

(I) Subjek Retribusi adalah orang Pribadi dan atau baden hukum yang 
memperoleh izin peruntukan pcnggnaan tanah 
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(2)Wajib Retribusi adalah orang pibadi dan ta baden hukum yang 

menuru Peeaturan Perundang - Undangan retribusi diwajibkan untuk 
mclakukan pembayaran retnibust termasuk perungutan tau 
pemotongan retribust tertentu 

A B  VI 

G0LONGAN RETKIBUSI 

P $ a l  6  

Retribusi peruntukan penggunaan tanah dalam Kabupaten Asahan termasuk 
golongan retribusi perizinan tententu. 

B A B  VIL 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Tingkat penggunaan jasa Retribusi perizinan tertentu scbagaimana dimaksud 
pasa] 2 diatur berdasarkan loksi, luas taah yang dimanfaatkan , jenis / 
klasifikasi usaha dan jangka waktu 

B A B  VIII 

PRINSIP PENETAPAN ,STRUKTUR DAN 
BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

P a s a l  8  

Pnnsip penctapan tanif retribusi peruntukan penggunaan tanah didasarkan 
untuk menutupi biaya penyelcnggar«an zin yang terdint biya administrasi, 
pelayanan, pcngawasan pengendaian , penegakn hukumn , dan biaya 
pembinaan 

P s a l  9  

Besarnya tarif retribusi ditetapkan Rp 000, (seribu rupiah) untuk setiap l 
(satu) Hektar (10.000,- M2) tanah 

B A B  IX 

WILA YAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

P A s l  10 

Wilayah pemungutan Rcribus adatah Wilayah Kabupaten Asahan 
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B A B  X  

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI 

P a s a l  I  

Pemungutan Retnibus tidak dapat diahihkn kcpada Pihak kctiga / 
diborangkan 

P a s a l  12 

() Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan 

(2 Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak dapat membayar tctap pada 
wa.ktunya atau kurang dibayat , dikenakan sanksi administrasi berupa 
ounga scbesar 2 % (dua pcrsen) setip bulan dari retribusi yang terutang 
yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dcngan memnggunakan Surat 
Tagihan Retribusi Dacrah 

(I) Berdasarkan PTRD dengan menerbitkan SKRD 

(2) Dalam ha! PTRD tidak dipenuhi olch wjib Retribusi scbagaimana 
mestinya, maka diterbitkan SKRD gcra jabatan 

(3) Bentuk dan isi SKRD scbagamana dimaksud ayat (2) pasal ini ditctapkan 
olch Kcpala Daerah 

P a s l  I4 

Apabila berdasarkan hasil pemenikssn ditemukan data baru dan atau data 
yang semula bclum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah 
retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD tambahan 

B A B  XI 

TATA CARA PEMBAYARAN 

(I) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas. 

(2) Kepala Dacrah atau Pcjabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kcpada 
wajib retribusi untuk mcngangsur retribusi yang tcrtang dalam kurun 
waktu tertertu dengan alasan yang dapat diperanggung jawabkan. 

(3) Tata cata pembayaran retribusi scbagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini 
ditctapkan oleh Kcpala Daerah 
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Passl I6 

Pembayaman Retribusi Daerah dilakkan di Kas Daenah atau ditempat lain 
yang ditunjuk csuai waktu yang ditcntukan dengan merggunakan KRD, 
KRD sect jabatan dan KRD tambahan 

P s s a l  17 

(I)Pembayaran retnbusi sebagamana di,aksud Pesal t6 yat (I) Peraturan 
Daerah ini diberk.an tanda buktr pembyan 

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan 

(3) Bentuk, isi, kwaltas, uluran buku dan tnda butt pembayaran dan buku 
penenman retribusi scbagimana dimaksud ayat () da (2) petal ini 
ditetapikn olch Kepala Daerah 

B A B  XII 

TATA CARA PENAGIHAN RE TRIBUSI 

P A s a l  I  

(I)Pengeluatan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejems scbagai awal 
tindakan pelaksanaan pnagthan retnbus: dikcluarkan egen setelah T 
(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembeyaran 

(2) Dalam jagks waktu 7 (tujuh) hani setelah taoggal surat tegurn / 
peningatan / surat lan yang sejenis, wajib ·etnbusinya yang tertang 

(J) Surat Tegunan scbagaimana dmmaksud yat (I) pasal dikeloarkan oleh 
Pejabat yang ditunyuk 

P a s a l  I  

Bentuk - bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelakanan penagthan 
retnbusi daemah scbagaimana dimaksud pasal 8 yat (I) ditctpkan Kepala 
Daerah 

B A B  XII 

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN 

DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

P A $ A l  20  

(I)Kepala Daerah dapat member:kan pengurngan, kcringanan, pembcbasan 
besarnya reribust 
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(2) Tata cans pemberian, poogurangan, keringanan dan pembebasan retnbusi 

scbagaimana dimaksud ayat (I) pasal in dictapkan KKepals Daerah 

B A B  XIV 

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN 
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSL 

ADMINISTRASIDAN PEMBATALAN 

P s a l  2l 

(I) Wajib RRetnbusi dapat mengajukan permohona pembatalan SKRD dan 
STRD yang dalam penetbitannya terdpat kesalahan tulis , kesalahan 
hitung dan ta kckeliran dalam penerpan perturn Perundang + 

Undangan RRetribusi Daerah 

(2Wail Retribusi dapat mengajukan perrohonan , pengrargan atau 
penghapusan sanksi administrasi berupt bungan dan kenaikan retribusi 
yang terutang dalam hal sanksi tersebuat dikenaken karena kell pan 
Wayib Retnibusi atau bukan karena kesala hannya 

(J) Waib Retnibusi dapat mergajukan permohonan pegrangan atau 
pembatalan ketetapan retnbusi yang tidak benar 

(4) Permohonan perbetulan scbgaimana dimalsud yt (I) pasal ini 
pengungan ketctapan , penghpusn at pengurgan sanksi 
administrasi sebagaimana dimaksud yat (2) pasal ini dan pembat lan 
scbagaimana dimsksod yat () pas] imi harus dis.am pikan scar 
tertulis oleh wajib retribusi kcpada Kepala Daerh tau Pejabat yang 
ditunyuk paling lama 30 (iga puluh) hari sejak nggal ditcrima KRD dam 
STRD dcngan memberiksn lasan yang jeles dan meyakinkan untuk 
mendukong permohonanya 

(5)Keputusan tas permohonan sbagmar dimaksud ayat () pasal ii, 

dikeluarkan oleh Kcpala Daerah atau popabat yang ditunyuk paling lama J 
(tiga) bulan sejak surat permohonan diterima 

(6) Apabila sudah lewat 3(  iga ) bulan scbagmuns dimakud yat(1),(2) 
den ayat (5) pasal ini, Kepala Daenah tau Pejabat yang ditunjuk tidal 

membenkan keputusn , mak perrnohon per betul 2tu 
pengurangan ketetapan penghapusan ta pengurangan sank 
administrasi an pembatalan diaggap dhabulkan 

BAB XIII 

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN 

Pas 22 

(I) Wajib Retribusi dapat mengajukan perohonan kberatan atag SKRD 
dan STRD 
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(2) Permohonh kebertan scbagaimana dimeksud ayat (I) pasal ini harus 
disampaikan secara tetuhis kepeda Kepelt Daerah atau Pejabat yang 
ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (cnam) bulan sejak tanggal 
SKRD dun STRD 

(3)Pengajuan kcberatan tidak menunde pembyaran 

(4) Permohonan kcbcratan sbagaimana dimaksud ayat (I) dan (2) pas«l ini 
harus diputuskan oleh Kepala Derh atu Pejabat yang ditunjuk dalam 
jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan 
keberatan ditcnima 

BAB XIV 

TATA CARA PERHIT'UNGAN PENGEMBALIAN 
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI 

PAsal 23 

(I)Wajib retribusi harus mengajukan penobonan scars tertulis kepada 
Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian pembayarn retribusi 

(2)Atas dasar permohonan scbagaimana dimaksud ayat (I) pasal ini atas 
kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkn terlebih dahulu 
dengan ang retnbusi yang telah dibayarkn 

(J) Atas permohonan sebagaimane dimaksud ayat (2) pasal imi yang berhak 
ts kelebihen pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan 
pembayaran retribusi sclanjutnya 

Pasal 24 

(I)Dalam hal ketcbihan pembayaran retribusi yang tersis dilakukn 
perhitungan scbagaimana dimaksud pasal 24 Peraturan Daerh ini, 
ditrbitkn KRDLB yang paling lambat 2 (du) bulan sejak diterimany« 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, 

(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud yat (I) pasal ini 
dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dun) bulan sejak 

diterirmanya KRDLB. 

(39) Pengambilan kelcbihan pembayaran retribusi dilakuakn setehah lewat 2 
(dus) bulan seak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran 
kelebihan retribusi 

Pseal 25 

(I) Pengambilan sebagaimana dimaksud dalum pasal 2$ Perturn 
Pemerintah Daer«h ini dilkukan dengan menerbitkan Surat Perintah 
membayar kelebihan retnibusi. 
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(2) Atas perhitungan scbagaimana dimaksud pasa 14 Peraturan Daeah ini diterbitkan bukti periadah bukuan yang berlakw jugs ebagai bukti 
pembayaman 

BAB XV 

INST ANSI PEMUNGUT 

Psa 26 

nstans Pemungut ditctpkn oleh Kepala Daenh Kabupaten 

BAB XVI 

PEMBINAAN ! PENGAWASAN 

Pas. 27 

Pembinaan / pengawasan urtuk pelaksaan Peratutan Daerah in dilakukan oleh Bupati Kepala Dacrah atau Pecjbat yang ditunj uk 

0AB XVI 

KETENTUAN PIDANA 

Psl 28 

(I) Barang ups mchanggr ketentuan delm Pen(an Daerah im, dineam 
pidana kurungan paling lama 6 (cram ) blar ta dend« paling banyak Rp 5.000.000, (ima juts rupiah) · ' 

(2) Tidak Pidana scbagamane dimaksad yat (l) petal imi dnlah pelanggaran 
AB XVII 

P E N Y I D I K A N  Pasal 29 (I) Pcjabt.t Pcpwai Ncgtn S,pil 1e<1CQtU di�1 p Pcmerinllh Dacnih diberi wewtnang khusus scbag penyidti gelakukan penyidkn tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah mans dimaksud dalam Undeng-undang Nomor 08 Tahun 1981 enteinj ,l~kumn Am Pidana 

2) Wewenang Penyidik sebagamans dirgksd pads yar (I) dshh! 
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a. Mencrma mencari , mengumpulkan dan meneliti ketcrargan a0au 
laporan berkanaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Dacrah 
gar ketenangan tau haporn terebut mcnjadi lebih lengkp dan 
jchas 

b Meneliti, mencari dan mengumpulkan ketenngan mengeni orang 
pnibadi tau baden tentang kcbcnaman perbustn yang dilekukan 
schubungan dcgan tindak pidan dibiding prrpa;akn Daerah 
tertentu 

¢. Menetima keterangan dan badan bukti dani orang pnbadi atau bada 
sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakn Daccah 

d Memeniks buku-buku cata'an -cat tn dan dokumen-dokumnen buku 
perpaakan Dacrah 

e Melakukan pcngeledahan untuk mendapatkan bahan-bahan buketi 
pembukan, pencatan, dan dokumen dokumen buku serta melakukan 
penytan terhadap bahn bukti terse but 

f. Meminta bantuan tcnaga hli dlam mangka pelaksanan tugas 
penyidikan tindak pidans dibidang perpajakn Daenah 

g Menyuruh berhenti, melarang seeo.ng peninggalkan rangan atau 
tempat pada saat pemenksaan sedang berhngsung dan memerikss 
identitas orang atau dokumen yang dbaw sebagaimans dirak.sud 
huruf d" 

h Memotret sesorang yang berktan dengan tindak pidn perpajala 
Dacrah 

Memsnggil orang untuk didengar ketcranganny« dan diperiksa 
scbagt tcrsangka atau saksi 

j. Menghentikan penyidikan 

k. Meltkukan tindakn lain yang perlu untuk kelcaran penyidikn 
tindak pidana dibidang perpajlan Dacrah menurut hkum yang dapt 
dipertanggung jawabkn 

(3) Penyidikan scbagaimnana dim«ksud pads ayat () memberitahukan 
dimulinya penyidikn dan menyampeikan basil penyidikn kepad 
Penuntut Umum, sesui dcngan ketentuan yang diatur daham Undang­ 
undang Nomor 8 TAhun 1981 tentang Hukum Acar Pidana 

BAB XIX 

KETENTUAN PENUTUP 

Dengan berlakunya Peraturan Daemah ini, maks Perturan Daerah Nomor 25 
Tahun 1998 tentang Retribusi Peruntuksn Penggunaan Tanah dinyatAkan 
dicabut dan tidak berlsku hagi 
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Pasal 3 

Ha!-hal yang belm diatur dalam Peratunn Daenah ini separjang nepgenoi 
pclaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dacrah 

Pasal 32 

Perturan Daerah int berlaku pada tanggal diundangkn 

Agar sctiap orang dapat mengetabuinya, memerintahkan pengundangn 
Perturan Daerah ini dengan pencmpatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Asahan, 

Disahkan di Kisacan 
Pauda tanggal 10 Mei 2000 

BUPAT ASAHAN 

Cap/dto 
R I S U D D I N  

Diundangkn di Kisaran 
Pad tanggal I1 Mei 2000 

ERAH KABUPATEN ASAMAN 

RAHAP. SH 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2000 NOMOR 49 


